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ABSTRAK

Proses demokratisasi yang melanda Indonesia di tahun 1997-an, telah
memaksa Rezim Orde Baru lengser dan digantikan era Reformasi. Lantas, diskursus
tentang penerapan hukum Islam di Indonesia, menjadi signifikan adanya di era
reformasi.

Abdurrahman Wahid dan Amien Rais merupakan segelintir tokoh, di antara
tokoh-tokoh lainnnya, yang merespons gagasan penerapan hukum Islam di Indonesia.
Meskipun keduanya bukanlah teoritisi dan praktisi hukum, namun keduanya secara
langsung atau tidak, juga terlibat dalam diskursus mengenai penerapan hukum Islam
dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hal ini tentu
saja memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap pemikiran
Abdurrahman Wahid dan Amien Rais tentang gagasan penerapan hukum Islam di
Indonesia, di mana antara kedua tokoh tersebut memiliki latar belakang pemikiran,
karakteristik pemikiran serta pengaruh pemikiran keduanya terhadap khalayak.

Karena penelitian ini merupakan kajian sejarah pemikiran, maka pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan
untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural seorang tokoh. Selain itu, pendekatan
geneologi dan paradigma, juga mewarnai penelitian ini. Teori geneologi diperlukan
untuk melacak aspek-aspek *“sejarah-nya sejarah”. Paradigma digunakan untuk
mengetahui cara pandang seorang tokoh dalam memaknai sebuah gagasan.

Abdurrahman Wahid, sebagai pemikir keislaman di Indonesia yang termasuk
ke dalam kategori neo-modernisme, cenderung mendialektikakan antara “tradisi”
Islam dengan realitas dan konteks kekinian, dalam hal ini modernitas secara
indegenist. la percaya bahwa Islam itu universal, namun dalam prakteknya. Islam
tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya setempat. Gagasan ini, secara diametral
bertentangan dengan gagasan penerapan hukum Islam (formalisasi ajaran Islam) di
Indonesia. Sebab, demokratisasi senantiasa meliputi aspek pluralisme dan toleransi.
Penekanan terhadap keduanya akan berbenturan dengan gerakan yang lebih
mengutamakan formalisasi ajaran Islam, di mana penerapan hukum Islam menjadi
salah satu gagasan yang diusung tersebut. Jadi, secara eksplisit, Gus Dur menolak
penerapan hukum Islam di Indonesia. Sementara itu, Amien Rais yang termasuk
kategori universalisme, cenderung beranggapan bahwa; Islam dan seluruh perangkat
nilainya dapat dijadikan alternatif dari kemerosotan nilai-nilai Barat. Kelompok
pemikiran ini percaya bahwa al-Qur’an dan Hadits yang dibawa Nabi Muhammad
saw, sudah sangat sempurna dan dapat diterapkan langsung pada masyarakat apapun.
Karena itu, sebagai seorang Yyang cenderung pada pemikiran Islam yang
“universalisme”, Amien memiliki tanggung jawab moral untuk mengejawantahkan
keinginan sebagian kalangan umat Islam guna menerapkan hukum Islam di
Indonesia. Jadi, secara implisit sebenarnya Amien Rais mendukung penerapan hukum
Islam di Indonesia.
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PERSEMBAHAN

Karyaku kusembahkan pada bangsaku ........
Kepada saudara-saudaraku yang terpenjara fikiran dan hatinya, serta terlua oleh kata-kata dari orang-orang pendosa
yang selalu “dibawah selakangan” hebenaran sosial bahkan kebenaran-Nya
Wassalm.......

Ayah, Ibu, Kakak serta Adikku, kehidupanku selalu bersama mereka
Ade’ Lia Sayang, kau yang akan dan selalu kusayang sampai kedalam tulang
Guruku, Dosenku yang resmi dan Para Guru-guruku yang tidak resmi inilah

secoret karyaku

Kawan-kawan seperjuanganku, sedarah hijau hitam
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MOTTO
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Hidup ini indah, nikmatilah...!!!
Nikmati hidup ini dengan senantiasa mendekatkan diri pada-Nya
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KATA PENGANTAR
o Jl\ e )3\ ) o
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Sesungguhnya Allah subhanahu wata'ala telah mewahyukan Islam sebagai
ajaran yang haq dan sempurna untuk mengatur umat manusia berkehidupan sesuai
dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri
semata-mata kehadirat-Nya.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah subhannahu waata’ala, yang
telah melimpahkan pertolongan, kekuatan, hidayah dan ridhnya, sehingga penyusun
dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan
kepada Nabi Muhammad s.a.w beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat
muslimin di jagat ini, Amin.....

Penyusun skripsi yang berjudul PENERAPAN HUKUM ISLAM DI
INDONESIA (STUDI KOMPARATIF ANTARA ABDURRAHMAN WAHID
DAN AMIEN RALIS) ini adalah demi memenuhi salah satu bagian dari persyaratan
guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu hukum Islam. Namun sebagai manusia,
secara jujur penyusun akui bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi
ini, untuk itu penyusun haturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada
semua pihak atas bimbingan dan bantuannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat
terselesaikan. Semoga Allah Tuhan seruan sekalian alam memberikan balasan yang
berlipat ganda. Amin ya Rabb al-’alamin.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapkan terima kasih penyusun sampaikan
kepada:
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1. Ayah, Ibu dan Nenek, yang telah menumpahkan kasih sayangnya yang tak
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dalam membimbing atau mengarahkan proses penyusunan skripsi ini.

6. Kepada Adikku Lia sayang, terimakasih atas segalanya, baik suka dan duka
sering kita lalui bersama, dan tak Iupa terimakasih atas kesediaannya
meminjamkan Komputernya dalam menyelesaikan tugas akhir ini sehingga
skripsi ini bisa selesai.

7. Terimakasihku padamu HMI, terimakasih karena telah memberikanku
kesempatan berproses di tubuhmu, yang walaupun kesempatan berproses tersebut
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process. Kepada teman-teman HMI Komisariat Fakultas Syari’ah UIN Sunan
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kesempatan ini tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, namun berkat jasa-
jasamulah yang membuat diriku bisa bersikap sedikit lebih dewasa.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan
skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari
1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

|
- ba’ b be
<@ ta’ f te
& sa’ $ es (dengan titik di atas)
d Jim j je
2 ha (dengan titik di
c i h bawah)
z kha’ kh ka dan ha
2 dal d de
3 zal Z zet (dengan titik di atas)
) ra’ r er
) zai z zet
o sin S es
o syin sy es dan ye
< es (dengan titik di
- sad 3 bawah)
. < de (dengan titik di
o= dad d{ A ah)
1 < te (dengan titik di
Ta ! bawah)
e, - zet (dengan titik di
= . bawah)
¢ ‘ain ‘ Koma terbalik di atas
d gain g ge
- Fa’ f ef
a3 qaf q qi

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta xi



& kaf k ka
J 1dm 1 ‘el
e mim m ‘em
J niin n ‘en
K] wawl W W
° Ha’ h ha
s hamzah ‘ apostrof
& ya’ y ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
52 dxie ditulis Muta addidah
B ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis /4
iasa ditulis hikmah
L ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).
2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan A.

c«\:ﬂ 53” al )S Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah
ditulis ¢ atau A

hadll 318 ditulis Zakat al-fitri
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D. Vokal Pendek

ditulis A
gihal ditulis fa'ala
- ditulis i
= kasrah ditulis Zukira
TR ditulis u
G ditulis yazhabu
E. Vokal Panjang
fathah + alif ditulis a
N FRNE | ditulis Jahiliyah
fathah + ya’ mati ditulis a
2 [ st ditulis tansa
kasrah + ya’ mati ditulis i
R, ditulis karim
dammah + wawu mati ditulis u
4. (ol ditulis Jur ii>d)
F. Vokal Rangkap
fathah + ya’ mati ditulis ai
bl ditulis bainakum
fathah + wawu mati ditulis au
- BE ditulis gaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

apostrof

ezsii
S|

A< ol

H. Kata Sandang Alif +Lam

ditulis
ditulis
ditulis

a’antum
u’iddat

la’in syakartum

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf """

o Al
sl

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ditulis
ditulis
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al-Qur’an

al-Qiyas




2. Bila diikuti huruf  Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "/" (el) nya.
¢landl ditulis as-Sama’
i) ditulis asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

a g dll S5 ditulis zawr al-furid{
Jal 4l ditulis ahl as-Sunnah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena penting yang mewarnai transformasi masyarakat global
pada tiga das.a.w.arsa terakhir abad ke-20 adalah tuntutan demokratisasi.
Fenomena inilah yang kemudian digambarkan oleh Samuel P. Huntington
sebagai gelombang ketiga demokratisasi.' Karena itu, tuntutan demokratisasi
segera menjadi diskursus yang mengemuka untuk dibicarakan. Hal ini tidak
lain karena didasarkan pada pandangan; bahwa demokrasi merupakan suatu
hal yang ideal, serta suatu sistem terakhir yang pantas untuk diterapkan.”

Selain itu, demokrasi juga diyakini sebagai suatu sistem yang paling realistik

! Fenomena ini di samping tengah atau bahkan sudah melanda negara-negara yang sedang
berkembang (development countries), juga terhadap negara-negara yang berpenduduk mayoritas
beragama Islam, di mana Indonesia termasuk di dalamnya. Demokrasi serta demokratisasi pun
segera menjadi diskursus yang melibatkan hampir semua komponen masyarakat. Menurut
Huntington sejarah pelaksanaan demokrasi di dunia terjadi dalam tiga gelombang. Gelombang
pertama berakar pada revolusi Perancis dan Amerika; yang ditandai dengan tumbuhnya institusi-
institusi nasional yang demokratis dan menjadi fenomena abad ke-19. Adapun gelombang kedua
terjadi serta dimulai pada Perang Dunia ke-2 (War of The Word); yang ditandai dengan
perimbangan baru dalam konstalasi antar bangsa akibat perang tersebut serta bermunculannya
negara-negara pasca kolonial. Gelombang ketiga dimulai pada tahun 1974; yang ditandai dengan
berakhirnya kediktatoran Portugal dan terus berlanjut melalui gelombang besar demokratisasi di
seluruh bagian dunia secara spektakuler hingga tahun 1990-an. Samuel P. Huntington, Gelombang
Demokratisasi Ketiga, alih bahasa Asril Marhojan, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997),
hlm. 170.

? Beberapa kalangan yang berpandangan demikian mendasarkannya pada asumsi; bahwa
demokrasi merupakan suatu katarsis terakhir yang dapat menjamin keteraturan publik, sekaligus
menjadi faktor pendorong terjadinya transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik,
ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal. Sehingga tidaklah berlebihan, jika demokrasi dianggap
sebagai “akhir dari sejarah” umat manusia dalam menentukan pilihan; bagi terciptanya tatanan
sosio-politik dan sosio-ekonomi yang lebih baik dan relevan. Francis Fukuyama, The End of
History and The Last Man, alih bahasa MH. Amrullah, (Yogyakarta: Qalam, 1999), him. 112.
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dan rasional guna mencegah suatu struktur masyarakat yang dominatif,
represif dan otoritarian.’

Tendensi serta minat yang sangat kuat terhadap demokrasi dan proses
demokratisasi inilah kemudian yang mendorong hampir semua rezim negara-
negara berkembang (development countries), termasuk Indonesia, untuk
segera melakukan reformasi dan penyesuaian-penyesuaian terhadap tuntutan
yang terus meningkat. Namun, seperti yang disinyalir oleh Huntington bahwa
proses demokratisasi senantiasa memiliki relasi yang erat dengan persoalan

kepemimpinan politik.* Persoalan ini merupakan diskursus yang “tabu™ di

* William J. Gore, "Democracy”, dalam George Thomas Kurian & Graham T.T Molitor
(eds.), Encyclopedia of The Future, Vol., (New York: Simon & Schuster Macmillan, 1996), him.
185.

* Huntington kemudian secara meyakinkan menunjukkan betapa peranan dari

kepemimpinan politik menjadi vital adanya dalam transformasi masyarakat dari belenggu rezim
otoritarianisme menuju rezim yang demokratis. Sebagai bahan komparasi, hal ini terlihat dalam
pelbagai peristiwa di belahan dunia seperti kasus; Nigeria, Ekuador, Peru, Brazil, Guatemala,
Spanyol, Taiwan, Hungaria, Meksiko, Afrika Selatan, Uni Soviet dan Bulgaria, ternyata dimulai
dengan terjadinya pergantian (peralihan) kepemimpinan politik dan kehadiran pemimpin politik
baru yang lebih segar dan reformis. Eep Saefulloh Fatah, Catatan Atas Gagalnya Politik Orde
Baru, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 233-234.

> Meskipun diskursus seputar "suksesi kepemimpinan nasional" yang nota bene
merupakan salah satu conditio sine qua non bagi terjadinya proses demokratisasi, namun pada
konteks perpolitikan di Indonesia zaman Orde Baru merupakan suatu hal yang dianggap "tabu"
untuk diperbincangkan. Sehingga perbincangan tentang suksesi kepemimpinan nasional hanya
berjalan sepintas lalu saja. Perbincangan mengenai "suksesi kepemimpinan nasional", menurut
Amien Rais pernah menjadi tema sentral di pelbagai media di Indonesia pada sekitar April sampai
Juni 1989. Kemudian pelan-pelan lenyap, atau menurut Amien Rais menjadi sesuatu yang gone
with the wind. Beberapa media ketika itu mengulas isu seputar "suksesi kepemimpinan nasional"
menjadi headline news-nya, di antaranya sebagai berikut; "Calon Presiden Mendatang Tidak
Harus Calon Tunggal” (Suara Karya, 13 April 1989), "More Candidates for Presidency will be
Alowed" (Jakarta Post, 13 April 1989), "Membicarakan Suksesi Presiden bukan Wewenang MPR
Sekarang"” (Kompas, 6 Juni 1989), "Soeharto has not Thought about Reelection"” (Jakarta Post, 6
Juni 1989), "Demokrasi Pancasila dan Masalah Suksesi dalam Mekanisme Kepemimpinan
Nasional” (Suara Karya, 7 Juni 1989), "Suksesi Dijamin Berjalan Lancar tanpa Political Turmoil”
(Suara Pembaruan, 9 Juni 1989), "Debates on Succession Still Allowed"” (Jakarta Post, 9 Juni
1989), "Suksesi Menyangkut Seluruh Sistem” (Merdeka, 20 Juni 1989), "Moerdiono: Tidak Ada

Indikasi Presiden Siapkan Putra Mahkota” (Angkatan Bersenjata, 28 Juni 1989). Amien Rais,
“Pemilu dan Suksesi”, dalam Demitologisasi Politik Indonesia; Mengusung Elitisme Dalam
Orde Baru, (Jakarta: PT Pustaka CIDESINDO, 1998), him. 189-190.
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zaman Orde Baru, sebab hal itu bermuara pada perbincangan tentang "suksesi
kepemimpinan nasional."® Baru di masa-masa akhir kepemimpinan Soeharto
serta pasca lengser-nya pada 12 Mei 1998, diskursus tentang Suksesi
Kepemimpinan Nasional kembali mencuat ke permukaan. Dinamika
perpolitikan Indonesia, selanjutnya mengarah pada terjadinya peralihan
kepemimpinan nasional dari era Orde Baru menuju era Reformasi. Menurut
Eep Saefullah Fatah bahwa penyebab kejatuhan rezim Soeharto pada 1998
adalah; karena terjadinya kebangkrutan (krisis) ekonomi yang menjadi pemicu
terjadinya kebangkrutan (krisis) politik.” Era reformasi pun segera bergulir.
Era reformasi ini ditandai dengan terbukanya "keran demokratisasi"
secara besar-besaran, dan telah menghasilkan beberapa perubahan mendasar
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Proses demokratisasi

pasca-Soehato era reformasi, lantas direspons secara cermat dan seksama oleh

® Suksesi di sini bukanlah sebuah kata yang berasal dari bahasa Belanda, yang berarti
pergantian seorang raja oleh seorang putra mahkota, namun berasal dari bahasa Inggris
"succession". Dalam The Random House College Dictionary (1988), "succession" berarti the right,
act, or process by wich one person succeeds to the office, rank, estate, or the like, of another.
Sehingga dapat dimaknai bahwa "suksesi kepemimpinan nasional" merupakan penyegaran atau
pergantian unsur-unsur kepemimpinan nasional yang menyangkut presiden, wakil presiden, para
menteri kabinet, para anggota DPR dan MPR. Amien Rais, “Pemilu dan Suksesi”, 1bid.

7 Argumentasi yang mencoba mengaitkan antara kebangkrutan ekonomi dengan
kebangkrutan politik tersebut dapat dianalisa dalam beberapa hal. Pertama, ketika kurs rupiah
mencapai angka di atas Rp 4000 per dollar Amerika Serikat (AS), maka penjelasan-penjelasan
ekonomi menjadi tidak relevan. Kedua, krisis ekonomi yang makin parah dan berlarut-larut
menegaskan bahwa konstalasi mengenai "fundamental ekonomi kita kuat" ternyata lebih
merupakan semacam manipulasi data atau upaya membohongi diri. Ketiga, berbeda dengan
kenyataan yang kita temukan di sejumlah negara Asia atau Asia Tenggara lainnya, krisis ekonomi
Indonesia menjadi sangat berlarut-larut lantaran disertai oleh adanya krisis kepercayaan yang akut
terhadap kekuasaan yang sedang bekerja. Keempat, dalam konteks hubungan patrimonialistik
dengan kekuasaan personal di atas, maka dunia ekonomi dan bisnis kita memiliki karakteristik
yang tidak nasionalistis. Kelima, krisis rupiah, moneter, dan ekonomi yang melanda Indonesia
selama delapan bulan sebelum reformasi terjadi menjelaskan dengan tegas kekeliruan strategi
politik Orde Baru. Eep Saefulloh Fatah, Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru, hlm. xi. Lihat
juga bahasan mengenai hal ini dapat dikaji dan dilihat dalam Yahya A. Muhaimin, Bisnis dan
Politik, (Jakarta: LP3ES, 1991), hal. 25. Atau dalam Yoshihara Kunio, Kapitalisme Semu di Asia
Tenggara, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 67.
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berbagai kalangan di Indonesia, termasuk umat Islam tentunya. Salah satu
wacana dan gagasan yang diusung oleh kalangan Islam adalah keinginan untuk
menerapkan (formalisasi) Hukum Islam di berbagai daerah di Indonesia.

Dasar ideologis dan sosiologis menegakkan dan menerapkan hukum
berdasarkan syari’at Islam ini, menurut kalangan Islam, adalah; perlunya
proses pemahaman ajaran Islam yang komprehensit (Kaffah). Suatu model
pemahaman sekaligus penerapan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an
dan Sunnah, serta dimulai dari suatu keyakinan bahwa syariat Islam
menawarkan berbagai solusi kondusif. Sebab, tawaran teologis dan filosofis
yang termaktub dalam risalah al-Qur’an itu mengandung; Hudan, Bayyinat
dan Furgan. Sebagaimana fiman-Nya;

8

Wacana serta gagasan untuk menerapkan Hukum Islam menjadi
hukum yang legal formil di Indonesia belakangan ini, bukanlah sekedar isu
elitis yang dimunculkan oleh para “Politisi Senayan”, melainkan didasarkan
pada pertimbangan ideologis dan sosiologis masyarakat Islam Indonesia,’
yang nota bene merupakan mayoritas. Selain itu juga didasarkan pada realitas
kekinian dan kedisinian Indonesia kontemporer. Dari sinilah, kemudian dapat
dipahami bahwa; keinginan sejumlah daerah di Indonesia untuk menerapkan
hukum Islam seperti; Nangroe Aceh Darussalam, menjadi lumrah adanya.

Sebab keinginan tersebut berasal dari kehendak dan arus bawah masyarakat

¥ Al-Bagarah (2): 185

% Jawahir Thontowi, Islam, Politik dan Hukum; Esai-esai llmiah Untuk Pembaruan,
(Yogyakarta: Madyan Press, 2002), hlm. 28-30.
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setempat. Sebagaimana diketahui, kebijakan negara melalui; TAP MPR No.
1V/1999 butir (a), dan UU No. 18 Tahun 2001, telah menjadi dasar hukum
otonomi luas bagi Propinsi Nangroe Aceh Darussalam. Hal ini, selain lahirnya
pengakuan atas realisasi Syariat Islam oleh negara, maka sebenarnya juga
merupakan keharusan negara untuk memberikan izin penerapan Syari'at Islam
secara sempurna, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Tidak menutup
kemungkinan, setelah NAD maka daerah-daecrah lain di Indonesia juga
melakukan hal yang sama. Fenomena ini merupakan “buah tangan” dari proses
demokratisasi yang sedang terjadi di Indonesia.

Islam di Indonesia sebagai kekuatan mayoritas telah mengambil peran
dalam sejarah. Selain itu, secara sosiologis Islam juga dapat berperan aktif
dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah Indonesia ini. Proses
tersebut berjalan sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat yang
semakin berkembang. Meski perubahan-perubahan mendasar di masyarakat
kerap terjadi, namun acap kali hal itu diawali dengan gagasan yang
dikembangkan oleh sejumlah tokoh. Atau paling tidak, bagaimana tanggapan
serta respons para tokoh tersebut dalam menyikapi pelbagai gagasan yang
mencuat di tengah masyarakat. Tentu saja respons tersebut tidak seragam,
melainkan juga beragam. Dalam pada itu, meski ada beberapa kalangan yang
menganggap bahwa gagasan perlunya penerapan hukum Islam di Indonesia

nl0

merupakan sebuah "kemunduran ke belakang" ™ yang dilakukan oleh umat

"% Gagasan penerapan hukum Islam di Indonesia dianggap sebagai set back atau
kemunduran kebelakang yang dilakukan oleh umat Islam pasca reformasi, adalah karena diskursus
tersebut akan kembali mengungkit luka lama yang pernah terjadi di Indonesia pada masa-masa
awal kemerdekaan. Ketika itu terjadi "pertarungan sengit" antara kubu nasionalis Islami dengan
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Islam, namun gagasan tersebut sudah barang tentu pantas untuk disikapi
sedemikian rupa secara arif dan bijaksana.

Abdurrahman Wahid dan Amien Rais, yang nota bene merupakan
tokoh reformasi di Indonesia juga merupakan dua tokoh yang berlatarbelakang
ormas Islam terkemuka di Indonesia. Ormas Islam tersebut adalah Nahdhatul
Ulama (NU)11 dan Muhammadiyahlz. Kedua tokoh tersebut seakan-akan tidak
luput, sekaligus ikut berkecimpung terhadap dinamika yang berkembang di
tengah masyarakat Indonesia yang plural (beragam). Respons yang muncul
dari keduanya juga bisa jadi berbeda, lebih-lebih mengenai gagasan penerapan
Hukum Islam di Indonesia. Pada posisi ini, maka pemikiran Abdurrahman
Wahid dan Amin Rais yang merespons gagasan tentang penerapan Hukum
Islam di Indonesia, amat pantas untuk dijadikan bahan serta objek penelitian.
Sehingga pemaknaan terhadap dialektika yang terjadi antara tokoh, pemikiran
serta gagasan yang berkembang di masyarakat dapat dilakukan secara lebih

arif dan bijaksana, tanpa tendensi yang penuh dengan nuansa "hitam-putih".

kubu nasionalis sekular dalam pembahasan tentang dasar negara di sidang-sidang konstituante.
Saat itu, kompromi antara kedua kubu tersebut akhirnya menghasilkan sesuatu yang dikenal
dengan "Piagam Jakarta" yang menyebutkan bahwa negara didasarkan atas ketuhanan, dengan
kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Begitupun pada akhirnya, "tujuh
kata" dalam Piagam Jakarta tersebut dihapus. Ingatan akan masa lalu (memories of the past) inilah
kemudian yang dianggap sebagai suatu kemunduran ke belakang yang dilakukan oleh umat Islam
Indonesia di tengah alam demokratisasi yang kian terbuka lebar. M.C. Ricklefs, Sejarah Indoesia
Modern 1200-2004, cet. Ke-2, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), him. 424-430.

! Nahdlatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926, oleh KH
Hasbullah Sa’ad, KH Hasyim Asy’ari, dan KH Bisri Syamsuri. Adapun arti dari Nahdlatul Ulama
secara leksikal (harfiyah) adalah; “kebangkitan ulama. Khoirul Anam, Pertumbuhan dan
Perkembangan Nahdlatul Ulama, (Solo: Jatayu Solo, 1985), hlm. 27. atau lihat M. Ali Haidar,
Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia; Pendekatan Fikih Politik, cet. ke-2, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 38-44

'> Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912, oleh Kiai Ahmad Dahlan,

di Yogyakarta. Ibid. atau lebih jelasnya lihat Anggaran Dasar (AD) Muhammadiyah pada BAB 1
Ayat 2 dan 3, atau lihat
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B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pemikiran Abdurrahman Wahid dan M. Amien Rais
tentang Penerapan Hukum Islam di Indonesia?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara pemikiran Abdurrahman Wahid dan

M. Amien Rais tentang penerapan hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mendeskripsikan mengenai sejauh mana penerapan hukum
Islam di Indonesia menurut pemikiran Abdurrahman Wahid dan M.
Amien Rais.
b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara pemikiran
Abdurrahman Wahid dan M. Amien Rais tentang penerapan hukum
Islam di Indonesia serta corak pemikiran keduanya terhadap perubahan
sosio-kultural masyarakat di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian.
a. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu untuk memberikan
kontribusi pemikiran, khususnya mengenai gagasan penerapan hukum
Islam secara teoritis. Di samping itu untuk memberikan pandangan
baru menyangkut penerapan hukum Islam, khususnya di Indonesia;
yang tidak hanya didasarkan pada konsep dan argumen keagamaan an
sich, tetapi juga didasarkan pada kondisi sosio-kultural yang nota bene

dipenuhi dengan nuansa pluralistik.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



b. Bagi perkembangan pemikiran politik Islam, yaitu untuk memperkaya
khazanah pemikiran siyasah; yang tentu saja meniscayakan upaya
komparasi dari sekian banyak pemikiran Islam yang pluralistik tentang
penerapan hukum Islam di Indonesia.

c. Bagi kehidupan sosio-kultural secara umum, yaitu untuk memberikan
kontribusi pemikiran tentang penerapan hukum Islam di Indonesia

sebagai bahan perbandingan dengan karya-karya penelitian yang lain.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai penerapan hukum Islam, tidak terlepas dari
diskursus tentang politik Islam, sebab masalah hukum Islam dan
formalisasinya harus dilakukan melalui proses politik. Sepanjang pengamatan
penyusun skripsi ini, kajian politik Islam yang mencoba meneliti tentang
penerapan hukum Islam di Indonesia menurut pandangan Abdurrahman
Wahid (akrab disapa Gus Dur) dan M. Amin Rais secara khusus serta
komparatif (mugaranah) belum ditemukan.

Studi yang mengkaji pemikiran politik Islam di Indonesia dari kedua
tokoh tersebut, baik secara personal maupun membandingkannya dengan
tokoh-tokoh yang lain dapat ditemukan dalam beberapa buku-buku serta
karya-karya yang ditulis oleh para tokoh pemikir, diantaranya adalah buku:

Zaman baru Islam di Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman
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Wahid, Amien Rais, Nurcholish Madjid dan Jalaluddin Rakhmat.” Buku yang
disusun oleh Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim ini,
membahas secara panjang lebar tentang pemikiran keempat tokoh di atas.
Hanya saja karena banyaknya pemikiran tokoh yang hendak dikaji, maka buku
itu secara relatif kurang dapat menggali subtansi pemikiran serta korelasi yang
signifikan di antara keempat tokoh tersebut.

Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi.'’
Buku yang ditulis oleh Umaruddin Masdar ini memang secara lebih gamblang
mengkomparasikan antara pemikiran Gus Dur dan Amien Rais. Tetapi, buku
itu cenderung lebih menekankan fokus kajiannya tentang demokrasi. Di
samping itu, buku tersebut juga berusaha menemukan titik temu sekaligus
merunut kompabilitas antara Islam dan demokrasi melalui elaborasi terhadap
metodologi ushul al-figh. Begitupun, titik temu dan kompabilitas itu dikaji
dalam konteks diskursus intelektual Sunni vis a vis pemikiran politik Syi'i.

Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat
Model Gus Dur dan Amien Rais.” Buku yang disunting oleh Arief Afandi ini
merupakan karya yang membahas secara datar tentang perbedaan strategi

antara Gus Dur dan Amien Rais dalam mewujudkan tatanan kehidupan

berbangsa dan bernegara yang demokratis di Indonesia.

1 Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim, Zaman baru Islam di Indonesia:
Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Nurcholish Madjid dan
Jalaluddin Rakhmat, cet. I, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998).

4 Umaruddin Masdar, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi,
cet II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

'S Arief Afandi, Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat
Model Gus Dur dan Amien Rais, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
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Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim
Indonesia Terhadap Demokrasi.'® Dalam buku yang ditulis oleh Masykuri
Abdillah ini, selain hanya sedikit membahas pemikiran Gus Dur dan Amien
Rais tentang demokrasi karena di dalamnya ditampilkan berbagai pemikiran
intelektual muslim Indonesia, juga sama sekali tidak menyinggung secara
eksplisit tentang penerapan hukum Islam di Indonesia.

Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme
Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman
Wahid."” Buku yang pada mulanya merupakan disertasi Greg Barton ini lebih
mengkaji secara komparatif pemikiran keempat tokoh di atas mengenai
geneologi dan epistemologi pemikiran-pemikiran Neo-Modernisme Islam di
Indonesia antara tahun 1968-1980. Meski menyinggung tentang geneologi
pemikiran Abdurrahman Wahid, namun buku tersebut secara eksplisit hanya
sedikit membahas tentang penerapan hukum Islam di Indonesia.

Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia: Studi Atas
Pemikiran Gus Dur."® Buku yang pada awalnya merupakan tesis dari Abdul
Ghofur ini lebih menitikberatkan kajiannya mengenai geneologi pemikiran-
pemikiran Gus Dur an sich mengenai demokrastisasi dan prospek formalisasi

hukum Islam di Indonesia dengan segala problematikanya.

' Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual
Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi (1966-1993), cet. I, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).

o Greg Barton, Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme
Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wabhib, dan Abdurrahman Wahid, alih bahasa
Nanang Tahqigq, cet. I, (Jakarta: Paramadina, 1999).

'8 Abdul Ghofur, Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam Di Indonesia: Studi Atas
Pemikiran Gus Dur, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
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“Islam dan Kenegaraan (Studi Komparasi Antara Pemikiran
Abdurrahman Wahid dan Amien)”." Skripsi yang ditulis oleh Moh.
Nashiruddin, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
ini, secara eksplisit memang membahas sekaligus membandingkan
(komparasi) antara pemikiran Abdurrahman Wahid dan Amien Rais. Hanya
saja fokus kajiannya dititikberatkan mengenai masalah Islam dan kenegaraan
di Indonesia secara umum, dan bukannya membahas secara khusus tentang
penerapan hukum Islam di Indonesia.

“Pemberlakuan Syari'at Islam Di Indonesia (Studi Perbandingan
Antara Pandangan Abdurrahman Wahid Dan M. Natsir)”.** Skripsi yang
ditulis oleh Dede Husni Mubarok, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta ini memang membahas tentang pemberlakuan Syari'at
Islam di Indonesia. Akan tetapi, tokoh yang dijadikan obyek penelitian
komparatif ini adalah Gus Dur dan M. Natsir. Sehingga secara implisit, skripsi
ini tidak menyertakan dan membahas pandangan serta pemikiran Amien Rais
di dalamnya.

Penelitian tentang pemikiran Abdurrahman Wahid dan Amien Rais
mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia ini, di samping fokus

bahasannya yang berbeda dari pelbagai buku dan karya yang diuraikan di atas,

' Moh. Nashiruddin, “Islam Dan Kenegaraan (Studi Komparasi Antarar Pemikiran
Abdurrahman Wahid Dan Amien Rais)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2003.

2 Dede Husni Mubarok, “Pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia (Studi Perbandiingan
Antara Pandangan Abdurrahman Wahid Dan M. Natsir)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
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juga lebih menitikberatkan pada kajian paradigmatik®' serta visi pemikiran
keduanya mengenai Islam dalam konteks ke-Indonesia-an, di mana kedua

tokoh tersebut merupakan intelektual muslim kontemporer Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Kerancuan sangat sering dijumpai ketika terjadi pembahasan mengenai
hukum Islam. Kerancuan ini terletak pada asumsi yang beranggapan bahwa;
secara eksplisit seolah tidak ada korelasi yang utuh ketika memperbandingkan
antara hukum Islam dengan hukum perdata, hukum pidana atau varian-varian
hukum lainnya yang menggunakan pengertian hukum umum (hukum
sekular).”” Kemudian kerancuan juga terjadi, manakala menyebut istilah
"hukum" yang menggunakan pemahaman ilmu hukum melalui cakupan fikih
yang nota bene meliputi hampir semua aspek kehidupan umat manusia.*

Pembahasan mengenai pemikiran hukum Islam (fikih) akan sangat
berbeda dengan hukum umum. Distingsi ini terjadi karena fikih tidak dapat

lepas begitu saja dengan dalil-dalil agama (nas) yang berasal dari wahyu

21 Yang dimaksud dengan paradigmatik di sini adalah pandangan hidup (worldview /
weltanschauung) yang dimiliki oleh para ilmuan dalam suatu disiplin ilmu tertentu. M. Munandar
Sulaiman, Dinamika Masyarakat Transisi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), him. 19.

?? Tidak adanya korelasi utuh ini tampak pada saat mengemukakan hukum Islam berupa
al-ahkam al-khamsah (hukum Islam yang lima) serta perbandingannya dengan aturan-aturan atau
perundang-undangan yang ada. A. Qodri Azizy, Ekletisisme Hukum Nasional; Kompetensi
Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, (edisi revisi), cet. I, (Jakarta: Teraju, 2004), him. 19.

2 Hal ini disebabkan, jika hendak mencari referensi pembahasan mengenai politik
sekalipun, maka juga meniscayakan untuk melihat (merujuk) buku-buku fikih (hukum Islam) yang
dikenal dengan fikih siyasah (politik). Karenanya, cakupan fikih yang identik dengan hukum Islam
itu bukan hanya permasalahan hukum dalam pengertian hukum umum an sich. Tetapi juga semua
aspek kehidupan umat manusia, baik persoalan yang masuk kategori mu'amalah bayn al-nas
(hubungan antar sesama manusia) maupun permasalahan yang masuk kategori habl min Allah
(hubungan manusia dengan Allah), Ibid., hlm. 19-20.
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Allah. Sementara itu hukum umum sering dipahami seolah tidak ada
kaitannya dengan wahyu atau agama. Karena itu, menurut Qodri Azizy, dalam
kajian fikih akan ditemukan beberapa istilah®® seperti; ijtihad,” mazhab,’®
taglid,”” bahkan juga ilmu fikih® dan ilmu ugil al-figh.”

Pemaparan di atas berimplikasi pada keniscayaan bahwa sebelum
berbicara dengan rinci tentang hukum Islam, maka perlu ada penjelasan yang
konkrit, sekaligus guna membuat "benang merah" berupa pembatas dan
sekaligus pengisian antara hukum Islam dan hukum umum, yang biasa dikenal
dalam pembahasan ilmu hukum.*

Hukum Islam, yang nota bene menjadi pembahasan dalam penelitian
ini, sesungguhnya secara leksikal dan etimologis tidak ditemukan sama sekali

dalam al-Qur'an dan literatur Arab. Yang ada dalam al-Qur'an adalah kata-kata

** Ibid.

2 Secara etimologi, ijtthad diambil dari kata al-jahd atau al-juhd, yang berarti al-
masyaqat (kesulitan dan kesusahan) dan ath-thagat (kesanggupan dan kemampuan). Sedangkan
secara terminologi ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih (pakar fikih Islam)
untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil syara’ (agama). Rahmat
Syafe'i, Ilmu Ushul Figh, Cet. ke-3, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 97-99.

* Yang dimaksud dengan mazhab adalah suatu aliran figh atau sering disebut dengan
mazhab figh.

27 Yang dimaksud dengan faglid adalah mengambil pendapat orang lain untuk diamalkan
tanpa mengetahui dalilnya. Abdul Azis Dahla, (editor) Ensiklopedi Hukum Islam, cet. 1,
(Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996 ), VII: 1761.

% JImu figh, menurut istilah syara' adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang
praktis, yang diambil dari dalil-dalilnya secara terinci. Abdul Wahab Khallaf. IImu Ushul Figh,
alih bahasa KH. Masdar Helmy cet. 1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), him. 1.

* Nlmu ushul-al-figh menurut istilah syara' adalah pengetahuan tentang berbagai kaidah
dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan

manusia dari dalil-dalilnya yang terinci. 1bid., hlm. 2.

3% A. Qodri Azizy, Ekletisisme Hukum Nasional, him. 20-21.
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syari'ah, figh, hukum Allah dan yang seakar dengannya.’' Istilah hukum Islam
ini muncul belakangan sebagai terjemahan dari Islamic law. >

Istilah syari'‘ah sendiri berasal dari kata al-syari'ah dan al-syir'ah.
Secara harfiyah, kata syari'ah berarti "jalan ke sumber air" dan "tempat orang-
orang yang minum". Lantas orang Arab menerapkan istilah ini khususnya
pada "jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas
terlihat oleh mata".*> Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab
dengan jalan lurus yang harus diturut.’* Di dalam al-Qur'an sendiri, kata
syari'ah disebut sebanyak lima kali dengan berbagai bentuk.” Meski Al-
Qur'an menggunakan istilah syari'ah dalam arti al-din (agama) dengan
pengertian jalan yang telah ditetapkan Tuhan bagi manusia, sesungguhnya
menurut Ahmad Hassan, term tersebut hampir-hampir tidak pernah digunakan

pada masa-masa awal [slam. Istilah ini diperkenalkan untuk arti yang spesifik

3! Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Bagian Pertama, (Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 1997), him. 11.

32 Spekulasi mengenai kemunculan istilah ini diperkirakan sebagai akibat adanya kontak
antara dunia Islam dengan Barat. N.J. Coulson, A History of Islamic Law, (Edinburg: Edinburg
University Press, 1991), him. 149-152.

3 Mu'jam Alfazz al-Qur'an al-Karim, (Kairo: Majma' al-Lugah al-Arabiyah), VII: 13.
3 Manna' al-Qattan, al-Tasyri* wa al-Figh fi al-Islam, (Muassasah Risalah, t.t), him. 14.

% Dalam bentuk isim terdapat pada surat al-Jasiyah (45):18 dengan memakai kata al-
syari'ah yang lazim diartikan "jalan" atau "peraturan". Dengan arti yang sama, terdapat kata al-
syir'ah pada al-Maidah (5):48. Sedangkan kata syura'an dalam al-A'raf (7):163 diartikan terapung
di permukaan air. Dalam bentuk fi'i/ terdapat kata syara'a pada al-Syura (42):13 dan syara'u dalam
al-Syura (42):21 yang berarti membuat syari‘at atau mensyari'atkan. Kata syari'ah di dalam ayat-
ayat tersebut secara umum berarti din (agama) yaitu jalan yang telah ditetapkan Tuhan kepada
manusia. Adang Djumhur Salikin, "Rekonstruksi Syari'ah Dalam Gagasan Ahmed an-Naim", Tesis
PPS IAIN Sumatera Utara Medan, 1997, him. 61.
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yakni "hukum Islam" pada masa berikutnya.*® Dalam perkembangannya kata
tersebut kemudian diartikan dengan "cara atau pedoman hidup manusia
berdasarkan ketentuan Allah".*’

Pendefinisian mengenai syari‘ah secara terminologis ada beberapa
rumusan. Mahmud Syaltout merumuskan syari'ah sebagai seperangkat ajaran
yang bersifat umum berkenaan dengan ibadah dan muamalah yang dipahami
dari kandungan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai pedoman hidup
masyarakat.’® Sementara itu Ali al-Syais merumuskan syari'ah sebagai segala
sesuatu yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. kepada hambanya, sebagai sesuatu
yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik itu yang
berhubungan dengan masalah agidah, kesucian dan kebaikan jiwa, maupun
berhubungan dengan perbuatan manusia yang bersifat praktis.39 Kedua
rumusan tersebut sama-sama menjadikan al-Qur'an sebagai sumber syari'ah.
Di samping itu, keduanya juga melibatkan ranah interpretasi dan pemikiran
manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa syari'ah meliputi dua bagian; al-
Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumbernya serta interpretasi manusia terhadap

keduanya sebagai pengembangannya.*’

** Ahmad Hassan, The Early Development of Islamic Jurisprudence, alih bahasa Aqah
Garnadi, Pintu ljtihad Sebelum Tertutup, (Bandung: Pustaka Salman, 1984), him. 7.

37 Abdul Ghofur, Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam, hlm. 110.

*¥ Mahmud Syaltout, al-Islam Agidah wa Syari‘ah, (Kairo: Dar al-Qalam, 1968), hlm.
12.

% Ali Asy-Syais, Nasy'atu al-Fighi al-ljtihadi wa Athwaruhu, (Beirut: Majma' Buhuts
al-Islamiyah, 1980), him. 8.

40 Abdul Ghofur, Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam, hlm. 111.
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Historisitas istilah "figh™' mengalami perkembangan yang mencakup
setidaknya tiga fase perkembangan.42 Pertama; istilah figh berarti "paham"
(fahm/understanding) yang menjadi kebalikan dari, dan sekaligus menjadi
suplemen terhadap istilah "ilm" (menerima pelajaran) terhadap nashsh, yakni
al-Qur'an dan Sunnah atau hadis Nabi, yang keduanya ini sering disebut
dengan the authoritative given. Dalam tahap ini, figh dipakai untuk memahami
dan membuat deduksi dari makna-makna pelbagai ayat al-Qur'an atau Sunnah
Nabi. Dengan demikian figh identik dengan makna ra'y atau dengan kata lain
figh mengacu pada proses aktivitas untuk memahami atau menfasirkan al-
Qura'an dan Sunnah Nabi.** Fase kedua, figh dan 'ilm keduanya mengacu pada
pengetahuan (knowladge) yang berarti menjadi identik. Di sini figh mengacu
pada pemikiran tentang agama secara umum yang meliputi; ilmu kalam,
tas.a.w.wuf dan lainnya. Sehingga figh pada fase ini dikenal dengan al- Figh
al-Akbar versi Abu Hanifah.** Fase ketiga; figh berarti suatu jenis disiplin dari
jenis-jenis pengetahuan Islam atau ilmu-ilmu kelslaman. Yakni hanya disiplin
"hukum Islam" dan ada yang menyebutnya dengan "hukum positif Islam" atau

"ilmu hukum Islam". Dus, sebagai sebuah disiplin, figh di sini, berarti

“ Figh secara etimologi (harfiyah) berarti faham (al-fahmu); sedangkan secara
terminologi (maknawiyah) adalah mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik.

“2 Fazlur Rahman, Islam, him. 100-101.
* A. Qodri Azizy, Ekletisisme Hukum Nasional, him. 21.

“ Ibid.
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merupakan sebuah produk; yang pada hakikatnya merupakan suatu
pengetahuan produk fugaha atau mujtahid.”

Konsepsi mengenai syari‘ah dan figh di atas, tentu saja melahirkan
sebuah kenyataan bahwa antara keduanya merupakan dua term yang berbeda,
namun memiliki relasi yang sangat erat. Lantas bagaimana dengan pengertian
hukum Islam sendiri. Sesuai dengan fase-fase perkembangan figh yang telah
dikemukakan di atas, maka pemaknaan mengenai pengertian hukum Islam
cenderung lebih dekat dengan perkembangan figh di fase ketiga. Sebab, jika
berbicara tentang produk (dalam hal ini hukum Islam), maka berarti ada
proses untuk menuju produk akhir yang hendak dicapai. Setidaknya ada dua
proses yang dapat dilihat; pertama, upaya memahami secara langsung
terhadap nashsh yakni al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Proses yang terjadi di sini
tentu saja sangat didominasi oleh proses berfikir dengan metode deduktif dari
nashsh tersebut. Kedua, adanya proses dan upaya menemukan hukum Islam
terhadap hal-hal yang tidak ditunjuk langsung oleh nagss. Dan ini tentu saja
lewat mekanisme ijtihad.*® Dari sini dapat dirumuskan bahwa pengertian
hukum Islam itu adalah koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at
Islam sesuai dengan kebutuhan rnasyarakat.47

Hukum Islam, sebagaimana yang diterangkan di atas, secara implisit

memiliki beberapa ciri, antara lain; 1) merupakan bagian dan bersumber dari

4 Ibid.
4 |bid., hlm. 23.

47 Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, cet. Ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang,
1993), him. 44.
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agama Islam; 2) mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan
dari iman atau akidah dan kesusilaan atau hukum Islam; 3) mempunyai dua
istilah kunci yakni; syari'ah dan fikih. Syari'ah terdiri dari wahyu Allah dan
sunnah Rasul, sedangkan fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman
manusia terhadap syari'ah; 4) terdiri dari dua bidang yakni ibadat dan
muamalah dari arti yang luas. Ibadat bersifat tertutup karena dianggap sudah
sempurna. Muamalat dari arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan;
5) strukturnya berlapis terdiri dari; nash atau teks al-Qur'an, sunnah Rasulullah
s.a.w. hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang al-Qur'an dan al-
sunnah dan pelaksanaannya dalam praktek, baik dalam keputusan hakim
maupun berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat; 6)
mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala; 7) dapat dihukum
menjadi taklifi dan hukum wadh'i.**

Reformasi yang terjadi di Indonesia pasca Soecharto telah membawa
bangsa ini ke dalam dinamika baru yang penuh dengan nuansa perubahan.®
Sekaligus juga memunculkan gagasan-gagasan baru dalam konteks kehidupan
bernegara dan berbangsa. Salah satu gagasan yang mencuat adalah upaya atau
keinginan untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia. Gagasan penerapan
hukum Islam di Indonesia ini sesungguhnya telah memicu suatu perdebatan,
untuk tidak mengatakan sebagai sebuah kontroversi, di antara para tokoh,

pemikir, serta teoritis dalam kajian Islam dan hukum. Lantas bagaimanakah

* Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum
Islam di Indonesia, cet. ITI, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 53.

* M.C. Ricklefs, Sejarah Indoesia Modern 1200-2004, hlm. 655.
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gagasan penerapan hukum Islam di Indonesia ini dimaknai, atau paling tidak,
direspons.

Responsibelitas pelbagai kalangan terhadap gagasan penerapan hukum
Islam di Indonesia cenderung beragam. Dari keberagaman respon tersebut,
bermunculan tipologi terhadap kedua tokoh ini seperti "kutub"
Tradisionalisme Islam di Indonesia, ditujukan kepada Abdurrahman Wahid
dan "kutub" Modernisme Islam di Indonesia menunjuk kepada Amien Rais.
Dari kedua "kutub" ini tentu bisa jadi memiliki pandangan, serta pemikiran
yang berbeda menyangkut gagasan penerapan hukum Islam di Indonesia.
Sebab secara tidak langsung, diskursus tentang gagasan penerapan hukum
Islam, khususnya di Indonesia, senantiasa berkaitan dengan diskursus tentang
relasi antara agama dan negara.

Diskursus tentang relasi antara agama dan negara® dalam khazanah
pemikiran politik Islam kontemporer, setidaknya terdapat tiga teori
(paradigma) yang berkembang. Pertama, teori integralistik, yaitu antara
agama dan negara memiliki relasi (hubungan) yang sangat erat, bahkan
keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Logika ini
memiliki implikasi bahwa agama harus diatur oleh negara, serta sebaliknya
negara harus dibangun di atas ajaran-ajaran agama. Tokoh utama dari teori ini
antara lain Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Muhammad Rasyid Ridha serta

yang paling vokal Abul A'la Maududi.”!

3 Munawir Sadzali, Islam Dan Tata Negara, (Jakarta : UI Press, 1993), hlm. 1.

3! Para pendukung teori ini, umumnya berpendapat dan berpendirian bahwa Islam adalah
agama ilahi yang kaffah sekaligus mencakup segala aspek kehidupan manusia, include ke
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Kedua, teori simbiotik, yaitu relasi antara agama dan negara berjalan
secara timbal balik serta saling memerlukan satu sama lainnya. Logika ini
memiliki implikasi bahwa agama membutuhkan negara sebab melalui negara
sebuah agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama
karena dengan agama, sebuah negara dapat berkembang dalam bimbingan
etika dan moral. Tokoh yang paling menonjol dari penganut aliran ini,
menurut Sadzali, adalah Muhammad Husein Haikal.”

Ketiga, teori sekularistik, yaitu agama dan negara harus dipisahkan
karena agama merupakan urusan pribadi tiap individu manusia, sehingga tidak
memiliki hubungan sedikitpun dengan kehidupan bermasyarakat dan
bernegara, lebih-lebih dalam urusan politik. Menurut Fazlur Rahman, hampir
tidak ada tokoh-tokoh yang merumuskan gagasan intelektual tentang teori
sekularistik ini secara terbuka, kecuali Ali Abd Ar-Roziq.”

Teori relasi antara agama dan negara di atas, jika dikaitkan dengan
pemikiran Abdurrahman Wahid dan Amien Rais, sesungguhnya tidak berjalan

secara linier; dalam arti tidak sesuai dengan pemikiran keduanya. Jika

demikian adanya, maka diperlukan sebuah pembahasan lebih lanjut

dalamnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga dalam bernegara umat Islam
hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam. Sebuah sistem yang telah dilaksanakan
oleh Nabi Muhammad s.a.w. serta para khulafa' al-rasyidun, dan tidak perlu atau bahkan jangan
meniru sistem ketatanegaraan Barat. 1bid., hlm. 5.

52 Para pendukung teori ini berpendapat dan mengakui, layaknya para pendukung teori
pertama, bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Namun menurut mereka Islam tidaklah
mengatur segala aspek dan dimensi kehidupan secara rinci dan detail. Menyangkut kehidupan
bermasyarakat dan bernegara, Islam hanya menyediakan seperangkat prinsip-prinsip dasar yang
relevan terhadap perubahan ruang dan waktu. Karena itu, menurut mereka umat Islam boleh saja
melakukan ijtihad untuk menetukan pola dan sistem yang sesuai dengan konteks ruang dan waktu,
asalkan tidak bertentangan secara vis a vis dengan prinsip-prinsip dasar tersebut. Ibid., hlm. 5.

53 Fazlur Rahman, Islam, alih bahasa Ahsin Mohammad, (Chicago: The University of
Chicago, 1975) hlm. 336.
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menyangkut pemikiran keduanya, khususnya tentang penerapan hukum Islam
di Indonesia yang nota bene plural (penuh dengan keberagaman). Sehingga
syari'at Islam yang secara fundamental adalah kemaslahatan, kemanusiaan
universal atau keadilan sosial,>* dapat diposisikan serta diaktualisasikan
sedemikian rupa secara arif dan bijaksana dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara di Indonesia.

F. Metode Penelitian
Untuk mendapatkan data yang jelas dalam penelitian ini, maka
penyusun menggunakan klasifikasi penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (library
research), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber
(data) utama. Di samping itu, penelitian ini juga termasuk dalam kategori

historis-faktual, sebab yang menjadi objek penelitiannya adalah pemikiran

> Konsepsi tentang syari'at Islam ini merupakan rumusan yang lebih mengutamakan
kemaslahatan umat dan keadilan sosial dengan ketentuan formal dan legal formal, bagaimanapun
harus menjadi acuan tingkah laku masyarakat, terhadap segala persoalan yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat harus ditundukan pada ketentuan formal atau legal formal yang berlaku dan
sah. Patokan formal atau legal formal haruslah selalu tunduk pada cita kemaslahatan yang hidup
dalam nurani masyarakat, oleh sebab itu syari'at Islam yang harus ditegakkan di Indonesia tidaklah
merugikan kedua belah pihak, dan adapun hakikat kesempurnaan dan kelengkapan Islam justru
terletak pada potensi seseorang manusia menampung masukan-masukan secara kontinuitas (tidak
berkeputusan) sebagai bagian dari proses penghadapan Islam pada tuntutan keadaan dan zaman.
Perlu digarisbawahi bahwa wajah Islam perlu ditampilkan secara menarik ditengah-tengah
kehidupan dan peradaban dewasa ini. Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilan; Risalah Zakat
(Pajak) Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hal. 134. Lihat juga dalam, "Meletakkan
Kembali Mashlahat Sebagai Acuan Syari'at”, Ulumul Qur'an, VI. 3, 1995, him. 97.
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Abdurrahman Wahid dan Amien Rais, yang nota bene merupakan seorang
tokoh.”

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat komparatif,” yaitu memperbandingkan (komparatif)
setelah sebelumnya diuraikan terlebih dahulu pandangan-pandangan
mereka, sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

3. Pengumpulan Data
Data menyangkut objek penelitian ini ditelusuri dan dikumpulkan melalui
sumber-sumber kepustakaan. Karena itu sumber datanya adalah karya-
karya yang dihasilkan oleh kedua tokoh tersebut. Inilah yang disebut
sebagai data utama (primer). Adapun karya-karya yang include dalam
kategori tersebut antara lain: Mengurai Hubungan Agama dan Negara®,
Prisma Pemikiran Gus Durjg, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama,

9

Masyarakat, Negara, Demokmsi5, Cakrawala Islam Antara Cita dan

Fakta®™,  Tauhid ~ Sosial: ~ Formula Menggempur —Kesenjangan®’,

5 Anton Baker, Metode-Metode Filsafat", cet. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal.
36. Atau Winarno Surakhmad, ""Pengantar Penelitian llmiah: Dasar, Metode, dan Teknik,
(Bandung: Tarsito, 1995), hIm. 42.

¢ K omparatif adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian
sehingga dapat menjadi lebih jelas dan tajam. Sudarto, "*Metode Penelitian Filsafat”, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 1996), him. 45-47.

7 Abdurrahman Wahid, Mengurai Hubungan Agama dan Negara, (Jakarta: Raja
Grafindo, 1999).

%% Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur, (Yogyakarta: LKiS, 1999).

% Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara,
Demokrasi, cet. 1., (Jakarta: The Islamic Institute, Desantara Utama, 2006).

% M. Amin Rais, "'Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta”, cet. X, (Bandung: Mizan,
1999).
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Membangun Politik Adiluhung: Membumikan Tauhid Sosial, Menegakkan
Amar Ma'ruf Nahi Munkar.” Sumber data tambahan (sekunder) adalah
kajian-kajian yang membahas tentang penerapan hukum Islam di
Indonesia, serta pelbagai buku atau karya yang relevan dengan topik
pembahasan skripsi ini.

4. Analisis Data
Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif dengan
menggunakan instrumen analisis deduktif dan komparatif. Deduksi
merupakan analisis dengan cara menerangkan data-data yang bersifat
umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus.”® Komparatif
adalah menjelaskan hubungan atau relasi dari dua fenomena dan sistem
pemikiran. Dalam sebuah komparasi, sifat hakiki dan objek penelitian
dapat menjadi jelas dan tajam. Sebab instrumen komparasi ini akan
menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakikat
obyek tertentu dapat dipahami dengan semakin murni.**

5. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-
historis. Sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar

belakang sosio-kultural seorang tokoh, sebab pemikiran seorang tokoh

o M. Amin Rais, Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan, cet. II,
(Bandung: Mizan, 1998).

8 M. Amin Rais, Membangun Politik Adiluhung: Membumikan Tauhid Sosial,
Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, cet. I, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998).

63 Syaikhul Hadi Pernomo dkk, Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi, (Surabaya:
BP3 Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 1989), him. 26-27.

% Anton Baker, Metode-Metode Filsafat, him. 50-51.
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merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya itu. Selain itu,
pendekatan sosio-historis ini juga dimaksudkan sebagai metode
pemahaman terhadap suatu kepercayaan atau kejadian dengan melihatnya
sebagai sebuah kenyataan, yang mempunyai kesatuan mutlak dengan
waktu, tempat, kebudayaan dan lingkungan di mana kepercayaan dan
kejadian tersebut muncul.*’ Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan
geneologi dan paradigma dengan cara menelusuri hipotesis-hipotesis
Abdurrahman Wahid dan Amien Rais untuk kemudian dicarikan titik temu

pemikiran dari rumusan hipotesis yang ditawarkan keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini, penulis mengarahkan pokok-pokok
dalam setiap bahasan disusun secara sistematis, yang terangkai pada tiap-tiap
bab yang kemudian dari sub-sub bagiannya adalah sebagai perincinya. Hal ini
bermaksud agar mempermudah pembahasan dan agar dapat diteliti kemudian
dianalisis secara tajam sehingga terarah dengan baik. Adapun sistematika
pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bunga rampai dari pembahasan skripsi ini.
Dalam bab ini dijelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan

terakhir adalah sistematika pembahasan.

8 Atho' Mudzhar, Membaca Gelombang ljtihad; Antara Tradisi dan Liberasi,
(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 105.
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Bab kedua, berisikan perkembangan hukum Islam, wacana penerapan
hukum Islam di Indonesia, hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran
umum tentang perdebatan pemikiran hukum Islam dalam penerapannya di
Indonesia.

Bab ketiga, bab ini memuat tentang biografi kedua tokoh
(Abdurrahman Wahid dan Amien Rais), sekaligus mengupas metodologi dan
pemikiran-pemikiran dari keduanya tentang Islam di Indonesia.

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun menganalisis dan
menjabarkan hipotesis-hipotesis metodologis Abdurrahman Wahid dan Amien
Rais, tahap ini diproyeksikan sebagai pelacakan alur pemikiran untuk
mengkomparasikan  karakteristik pemikiran keduanya, serta melihat
bagaimana pengaruh pemikiran-pemikirannya terhadap perubahan kondisi
sosial kemasyarakatan dari diterapkannya hukum Islam di Indonesia.

Kemudian bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah melakukan kajian secara komprehensif, ada beberapa
permasalahan yang penyusun temukan, sehingga dapat diambil manfaatnya.

Begitupun, kajian ini bukanlah sesuatu yang final pada tataran wacana,

melainkan hanya sebagai langkah awal bagi kajian-kajian yang lebih

mendalam. Namun demikian, kajian tersebut haruslah sebagai bentuk kagiatan
yang terencana dan tersistematis dalam suatu penelitian.

Kesimpulan hasil dari penelitian sebagaimana diuraikan di atas dapat
dipaparkan sebagai berikut:

1. Gagasan penerapan Hukum Islam di Indonesia yang mencuat kembali ke
permukaan di era reformasi, merupakan suatu hal yang tidak dapat
dipisahkan dengan kondisi dan perkembangan proses demokratisasi di
Indonesia yang semakin menuju ke arah tatanan kehidupan sosial-politik
yang lebih demokratis pula. Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Amien
Rais tentang Penerapan Hukum Islam di Indonesia:

a. Sebagai pemikir keislaman di Indonesia yang termasuk ke dalam
kategori  neo-modernisme,  Abdurrahman  Wahid  cenderung
mendialektikakan antara “tradisi” Islam dengan realitas dan konteks
kekinian, dalam hal ini modernitas secara indegenist. Yaitu pemikiran

yang percaya bahwa Islam itu universal, namun dalam prakteknya.
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Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya setempat. Salah satu
tema besar yang senantiasa Gus Dur perjuangkan, adalah gagasan
demokratisasi. Keberpihakan Gus Dur terhadap demokrasi ini, tidak
serta-merta menjadikan demokrasi sebagai tujuan akhir (final goals).
Gus Dur lebih menekankan agar menempatkan perjuangan umat Islam
di Indonesia ini hanya sebagai bagian dari perjuangan untuk
menciptakan kehidupan yang lebih demokratis. Gagasan demokratisasi
yang diusung Gus Dur ini, secara diametral bertentangan dengan
gagasan penerapan hukum Islam (formalisasi ajaran Islam) di
Indonesia. Sebab, demokratisasi senantiasa meliputi aspek pluralisme
dan toleransi. Penekanan terhadap keduanya akan berbenturan dengan
gerakan yang lebih mengutamakan formalisasi ajaran Islam, di mana
penerapan hukum Islam menjadi salah satu gagasan yang diusung
tersebut. Jadi, secara eksplisit, Gus Dur menolak penerapan hukum
Islam di Indonesia. Meskipun Gus Dur mengakui peran umat Islam
dalam kehidupan berbangsa di Indonesia sangat penting, namun ia
menolak kalau peran tersebut harus dimainkan dan diturunkan dari
idealisasi dirinya (ajaran Islam) menjadi alternatif satu-satunya. la
mengkhawatirkan kalau Islam ditempatkan sebagai satu-satunya
alternatif justru akan kehilangan relevansinya.

b. Pemikiran Amien Rais termasuk sosok dari pemikiran Islam kategori
universalisme, yang mana kategori ini memiliki obsesi serta

beranggapan bahwa; Islam dan seluruh perangkat nilainya dapat
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dijadikan alternatif dari kemerosotan nilai-nilai Barat. Kelompok
pemikiran ini percaya bahwa al-Qur’an dan Hadits yang dibawa Nabi
Muhammad saw, sudah sangat sempurna dan dapat diterapkan
langsung pada masyarakat apapun. Dari sinilah konsep “tauhid sosial”-
nya Amien Rais berawal. Secara implisit sebenarnya Amien Rais
mendukung penerapan hukum Islam di Indonesia. Sebab, sebagai
seorang yang cenderung pada pemikiran Islam yang “universalisme”,
Amien memiliki tanggung jawab moral untuk mengejawantahkan
keinginan sebagian kalangan umat Islam guna menerapkan hukum
Islam di Indonesia. Tentu saja, jalur yang ditempuh adalah dengan
upaya-upaya politik hukum yang ada; atau senantiasa dalam bingkai
proses demokratisasi yang tengah berlangsung di Indonesia.

2. Latar belakang dan Pengaruh pemikiran Abdurrahman Wahid dan Amien

Rais dalam membangun konsepnya:

a. Sejak usia muda Gus Dur sudah hidup dan besar dalam “dunia
pesantren” serta tradisi NU. Hal ini wajar, karena Gus Dur merupakan
seseorang yang memiliki “trah” atau keturunan “darah biru” NU.
Interaksi Gus Dur dengan khazanah tradisi Islam semakin menguat
manakala ia kuliah di kawasan Timur Tengah, yakni di Kairo dan di
Baghdad. Sepulang dari kawasan tersebut, ia tetap concern untuk
mengembangkan pesantren. Pengaruh pemikiran Abdurrahman Wabhid,
terutama di Indonesia sangat besar. Sebab, selain selaku pengurus atau

tokoh NU terkemuka dan tokoh Reformasi (kelompok Ciganjur), Gus

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



124

Dur juga merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang
memiliki basis massa yang cukup signifikan. Pemikiran-pemikiran Gus
Dur tersebar luas di hampir setiap kalangan, baik internal nahdliyyin
atau pun kalangan luar, serta para peminat masalah-masalah sosial
lainnya.

b. Amien Rais sejak kecil hidup dan besar dalam keluarga
Muhammadiyah. Sebab kedua orang tuanya merupakan aktivis
Muhammadiyah. Di samping itu, dunia kampus juga mempengaruhi
corak atau tipikal pemikiran Amien. Kedua dunia tersebut,
Muhammadiyah dan Kampus merupakan sebuah hal yang tidak dapat
dipisahkan dari pemikiran-pemikiran Amien. Sedangkan Amien Rais,
pengaruh pemikirannya terutama di Indonesia juga sangat besar.
Sebab, selain salah satu mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah
serta tokoh Reformasi (kelompok Ciganjur), Amien juga merupakan
“pentolan” Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki basis massa
yang riil. Warga Muhammadiyah, kalangan kampus, dan sebagainya
merupakan komunitas-komunitas yang senantiasa menjadikan

pemikiran Amien sebagai rujukan.

B. Saran-Saran
1. Dinamika pemikiran keislaman yang berkembang di Indonesia pasca Orde
Baru mengarah pada munculnya keinginan untuk menerapkan hukum

Islam sebagai sesuatu yang legal-formil. Mekanisme yang ada, yakni
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proses demokratisasi, jelas mengakomodir gagasan-gagasan tersebut.
Hanya saja perlu pengkajian mendalam dari para pemikir, teoritisi,
maupun para praktisi hukum untuk merespons gagasan tersebut agar tidak
menjadi “bola liar” yang bergulir ke sana-ke mari, tanpa tujuan yang jelas.
Untuk menindaklanjuti hal itu, maka perlu dilakukan survey secara
mendalam di berbagai daerah di Indonesia yang mengkampanyekan
keinginan mereka untuk menerapkan hukum Islam sesuai yang diatur oleh
undang-undang.

2. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun merasa kesulitan dalam
memperoleh pelbagai referensi yang memiliki korelasi dan relevansi
dengan kajian ini. Meski tema yang diangkat bersifat umum, serta kedua
tokoh yang dipilih merupakan tokoh yang “familier” untuk kalangan di
Indonesia, namun penyusun juga senantiasa kesulitan  untuk
mendeskripsikan pemikiran keduanya. Oleh karena itu, dengan segala
kerendahan hati, penyusun menambah referensi yang dimaksud, sebagai
upaya untuk membantu para civitas akademika dalam dalam mencermati

perkembangan wacana pemikiran Islam, khususnya di Indonesia.
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LAMPIRAN I
TERJEMAHAN

No | HIm | Food note | Bab Terjemahan

(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan
Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan
(permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi
1 4 8 | | manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai
petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan
yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara
kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di
bulan itu,
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